
BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 

NOMOR KU.02.02.00/KEP.860-BKAD/2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  

KU.02.02.00/KEP.500-BKAD/2022 TENTANG HIBAH BARANG  

MILIK DAERAH BERUPA TANAH KEPADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 

 

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah 

kepada Televisi Republik Indonesia telah ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Nomor KU.02.02.00/ 

KEP.500-BKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik 

Daerah Berupa Tanah Kepada Televisi Republik 

Indonesia; 

b. bahwa karena telah terjadi perubahan lokasi fisik 

Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah kepada 

Televisi Republik Indonesia, maka Keputusan Bupati 

Nomor KU.02.02.00/KEP.500-BKAD/2022 tentang 

Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada 

Televisi Republik Indonesia perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu 

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan 

atas Keputusan Bupati Nomor KU.02.02.00/KEP.500-

BKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah 

Berupa  Tanah  Kepada  Televisi  Republik   Indonesia; 
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Mengingat      :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana  telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang ….. 3 



- 3 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004                     

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara           

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012                   

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan            

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor               

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan ….. 4 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  28   

Tahun   2020   tentang   Perubahan   atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6532); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6631); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

17. Peraturan ….. 5 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka                 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan               

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 

Tahun 2016 Nomor 14)  sebagaimana   telah   diubah  

dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 

Nomor 12 Tahun 2019 tentangPerubahan atas 

Peraturan Daerah   Kabupaten Majalengka Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran                

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019            

Nomor 12); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 

Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022                    

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022              

Nomor 1); 

20. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022                    

tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 

Nomor 22); 

 

Memperhatikan : a.  Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan                     

Tata Ruang Kabupaten Majalengka Nomor 

PU.03.01/2635/Bid.TR tanggal 20 September 2022 

perihal Kajian Teknis Tata Ruang; 

b. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan 

Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor PT-

03/1357/Hortibun tanggal 23 September 2022 

perihal Pertimbangan Teknis Lahan Cikaracak, 

Argapura; 

 

 

MEMUTUSKAN ….. 6 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 

KU.02.02.00/KEP.500-BKAD/2022 tentang Hibah Barang 

Milik Daerah Berupa Tanah kepada Televisi Republik 

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Majalengka     

pada tanggal 7 Oktober 2022 

    

                                                              BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

 

                                                                       KARNA SOBAHI
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 

  Nomor : KU.02.02.00/KEP.860-BKAD/2022 

  Tanggal : 7 OKTOBER 2022 

  Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 
KU.02.02.00/KEP.500-BKAD/2022 TENTANG HIBAH BARANG MILIK 
DAERAH BERUPA TANAH KEPADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA. 

 

 

PETA LOKASI 
RENCANA PEMBANGUNAN SATUAN TRASMISI 

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA JAWA BARAT DI KABUPATEN MAJALENGKA 

 

  

BUPATI MAJALENGKA, 
 

 
 

 
KARNA SOBAHI 


